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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
”Terdapat sebuah hukum dalam ilmu psikologi yang mengatakan bahwa jika 
Anda membuat sebuah bayangan dalam benak Anda tentang ingin jadi apa Anda 
kelak, dan Anda mempertahankan bayangan tersebut di dalam benak Anda cukup 
lama, dengan segera Anda akan menjadi orang yang seperti ada dalam bayangan 
Anda itu”  William James 
 
”Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh 
kemurahan”  Mat.5:7 
 
”Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. 
Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi ia tidak usah 
membandingkan dengan apa yang dilakukan orang lain”  Gal. 6:4, BIS 
 
”Satu-satunya hal yang dapat menghalangi terciptanya masa depan kita adalah 
keraguan kita akan hari ini. Oleh karena itu, majulah terus dengan keyakinan 
yang kuat dan penuh”  Franklin Delano Roosevelt 
 
”Impikan impian yang muluk-muluk, dan selagi kau bermimpi, itulah yang akan 
kau gapai. Visimu adalah janji padamu, kelak akan terbuka bagimu”   
John Ruskin 
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ABSTRAK 
 
 
Ganawati Candra Dini, 2008. PENGGUNAAN BENTUK SURAT 
DAKWAAN KOMBINASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi 
Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
penerapan penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi oleh penuntut umum 
dalam suatu perkara Tindak Pidana dan untuk dapat memberikan solusi 
pemecahan masalah tentang hambatan – hambatan yang dihadapi Penuntut Umum 
dalam penyusunan surat dakwaan kombinasi di Kejaksaan Negeri Surakarta.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Tehnik 
pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian dengan cara 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, 
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif 
dengan model interaktif. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa penggunaan bentuk 
surat dakwaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam hal praktek 
pembuatannya terdapat 2 kemungkinan penyusunan bentuk surat dakwaan 
kombinasi yang sering digunakan di Kejaksaan Negeri Surakarta yaitu dengan 
format komulatif dan alternatif. Dalam pembuatan surat dakwaan kombinasi tidak 
boleh lepas dari syarat formil dan materiil. Alasan Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan bentuk surat dakwaan kombinasi yaitu karena keragu-raguan Jaksa 
Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa agar tidak dapat lepas dari jeratan 
hukum, dan salah satu analisis hukumnya karena ada asas Lex Specialist Derogaat 
Lex Generalist maupun Pasal 63 ayat 2 KUHP. 
 Hambatan-hambatan yang dihadapi penuntut umum dalam penyusunan 
surat dakwaan kombinasi adalah kurangnya alat bukti, belum terdapat persamaan 
persepsi antara sesama aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara 
pidana, hasil penyidikan yang kurang lengkap, adanya keragu-raguan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menyusun format yang ada di dalam surat dakwaan 
kombinasi, kurangnya minat para Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti 
perkembangan hukum secara teoritis maupun praktis, faktor sikap kebiasaan Jaksa 
Penuntut Umum yang tidak tepat waktu dan juga faktor jabatan atau kepangkatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang- Undang Dasar 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan 
atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah 
Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 
Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala 
Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum maupun 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Oleh karena itu perlu 
diadakan suatu pembangunan serta pembaharuan hukum yaitu dengan cara 
menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan 
usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, dengan 
memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah 
modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan disegala bidang 
(C.S.T. Kansil, 1989 : 346). 
Pembangunan demikian itu di dalam bidang Hukum Acara Pidana 
harus dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat dapat menghayati 
hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing ke arah 
tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, 
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai 
dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. 
Dengan tujuan tersebut di atas,  di dalam Hukum Acara Pidana ada dua 
kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu :  
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a. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang 
disebut kepentingan umum yang harus selalu dijamin supaya masyarakat 
dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram. 
b. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang termasuk 
hak-hak asasi manusia yang harus selalu dijamin juga.  
 Dengan perkataan lain bahwa hukum acara pidana harus bisa 
membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, 
sedangkan dipihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi 
berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk 
menjaga agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak 
terjadi kesewenang – wenangan dari para petugas, maka pelanggaran hak asasi 
tersebut hanya dibenarkan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam 
Undang – Undang, yaitu Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang telah 
diundangkan dalam Undang - Undang Nomer 8 tahun 1981 yang dikenal 
dengan nama Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau 
disingkat KUHAP ( Teguh Prasetyo, 2002:27 ). 
Di dalam KUHAP diatur tentang tata laksana pengaturan perkara 
pidana sejak diketahui telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana sampai pada tahap terakhir berupa pelaksanaan putusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini peran 
dan kedudukan para aparat penegak hukum adalah sangat penting. Penegakan 
hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan 
dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan pencegahan maupun 
usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. 
Peningkatan kemampuan penegak hukum  ini penting karena kebanyakan para 
penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai calon penerap 
hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaharui hukum. 
Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti undang-undang yang 
gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya yang memiliki celah 
dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan 
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moral dan kredibilitasnya, mengabdi pada hukum sehingga keadilan dapat 
terwujud. 
Di dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat tiga institusi 
penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kejaksaan 
menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara Jaksa 
Penuntut Umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik 
dan hakim. Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta 
penetapan pengadilan. 
Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan.  
Namun sebelum melakukan penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum harus 
melakukan prapenuntutan yaitu tindakan untuk memberi petunjuk dalam 
rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik (Andi Hamzah,1987:160). 
Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas 
perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi 
kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa 
Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. 
Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan 
penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil 
pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak 
benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh Jaksa 
untuk menuntut terdakwa. Seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat 
dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, maka 
terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang 
dimaksud. Demikian juga dengan hakim, apabila menjumpai rumusan surat 
dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan maka hakim 
dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat diterima”, dengan alasan isi 
rumusan surat dakwaan “kabur” karena tidak senyawa dan tidak menegaskan 
secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan 
penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila 
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pengadilan telah menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti 
secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari 
hasil pemeriksaan penyidikan. Dalam hal menyimpang tidaknya rumusan 
surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim 
dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara 
pemeriksaan penyidikan (M. Yahya Harahap, 2000 : 387). 
Demikian pentingnya kedudukan dan fungsi surat dakwaan tersebut,  
maka Jaksa Penuntut Umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam 
menyusun surat dakwaan yang baik, agar terdakwa tidak sampai lepas dari 
jeratan hukum. Jaksa perlu menguasai hukum materiil dan formil secara baik. 
Tidak hanya itu saja, jaksa juga diharapkan mempunyai pengetahuan yang 
luas baik pengetahuan sosial, budaya maupun filsafat untuk dapat menggali 
lebih dalam lagi pandangannya terhadap hukum dan kemasyarakatan. 
Dilihat dari bentuknya maka dikenal ada lima jenis surat dakwaan 
yaitu : dakwaan tunggal, subsidair, alternatif, kumulasi dan kombinasi. 
Diantara kelima bentuk dakwaan tersebut, maka bentuk kombinasi dianggap 
yang paling kompleks. Bentuk dakwaan kombinasi dalam praktek dapat 
berbentuk surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair, atau  antara 
dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antar dakwaan kumulatif 
dengan dakwaan alternatif. 
Dari berbagai macam bentuk surat dakwaan di atas yang menarik 
perhatian penulis adalah mengenai penggunaan bentuk surat dakwaan 
kombinasi. Penulis ingin mengetahui secara jelas mengenai penggunaan surat 
dakwaan kombinasi baik mengenai isi dari surat dakwaan kombinasi maupun 
penyusunan surat dakwaan kombinasi, karena dalam realitanya di lingkup 
Jaksa Penuntut Umum tidak jarang surat dakwaan Kombinasi dipilih jaksa 
untuk melakukan proses penuntutan. Alasan Kedua adalah penulis ingin 
mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan jaksa dalam 
penyusunan surat dakwaan kombinasi dan  bagaimana cara penyelesaiannya. 
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Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin 
mengkaji bentuk surat dakwaan kombinasi tersebut tidak hanya secara garis 
besar namun secara mendalam sampai kepada hal-hal yang menjadi hambatan 
Penuntut Umum dalam menggunakan surat dakwaan kombinasi tersebut. 
Untuk itu penulis melakukan penulisan hukum yang berjudul:  
“PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI OLEH 
JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu 
disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematik. 
Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis 
dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai 
tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi oleh Penuntut 
Umum dalam  suatu perkara pidana ? 
2. Apa hambatan – hambatan yang dihadapi Penuntut Umum dalam 
penyusunan surat dakwaan kombinasi dan bagaimana cara 
penyelesaiannya ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan 
menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut Soerjono Soekanto, 
tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan – 
pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian itu (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 119). 
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Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif. 
a. Untuk mengetahui penerapan penggunaan bentuk surat dakwaan 
kombinasi oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara Tindak Pidana. 
b. Untuk dapat memberikan solusi pemecahan masalah tentang 
hambatan – hambatan yang dihadapi Penuntut Umum dalam 
penyusunan surat dakwaan kombinasi. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang 
hukum acara pidana khususnya mengenai bentuk surat dakwaan 
kombinasi yang tidak jarang dipakai oleh Penuntut Umum dalam 
penuntutan perkara pidana. 
b. Untuk melengkapi persyaratan akademis dalam mencapai gelar 
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum UNS.  
c. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan 
kemampuan penulis, khususnya dalam bidang penulisan ilmiah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan penelitian tidak hanya berlandaskan pada metologinya saja 
melainkan dapat dinilai dari manfaat dari penelitian itu. Adapun beberapa 
manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 
perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum 
Acara Pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur / bahan 
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informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian 
dan penelitian selanjutnya. 
b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan 
bentuk surat dakwaaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum. 
c. Memberikan sumbangan bagi Kejaksaan khususnya dalam hal 
penuntutan agar dapat dibaca dan dikembangkan lebih lanjut. 
d. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh 
masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan 
hukum pada khususnya.  
2. Manfaat Praktis 
a.   Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan 
bentuk surat dakwaaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum, 
sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan acuan untuk membuat 
suatu surat dakwaan yang dapat diterima oleh Hakim. 
b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan 
ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah  
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum 
empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder 
pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 
primer di lapangan atau terhadap masyarakat ( Soerjono Soekanto, 
1986:52 ). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap 
hukum dalam operasionalisasinya (law in action). 
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2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena atau suatu 
kejadian– kejadian dalam masyarakat tertentu sesuai dengan fakta yang 
terjadi. 
Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan dan hipotesa agar dapat membantu di 
dalam memperkuat teori – teori lama atau dalam penyusunan teori – teori 
baru ( Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini penulis berusaha 
memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penggunaan bentuk 
dakwaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum. 
 
3. Pendekatan penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan  
kualitatif, yaitu pendekatan yang mana data yang diperoleh adalah berupa 
fakta – fakta yang dapat dijadikan suatu karakteristik dalam obyek 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 
Kejaksaan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan bahwa di Kejaksaan 
Negeri Surakarta terdapat perkara pidana dengan bentuk dakwaan 
kombinasi.      
 
4. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber yang pertama. Dalam hal ini data  primernya berupa hasil 
wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 
Surakarta. 
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 b. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung/ 
data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada korelasinya 
dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah berbagai literatur, 
catatan dan berkas perkara.  
 
5. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh 
berdasarkan keterangan responden yang secara langsung terkait dengan 
obyek yang diteliti, yaitu keterangan yang diperoleh dari wawancara 
atau interviev kepada para pihak yang terkait. Keterangan diperoleh dari 
Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu kepustakaan yang meliputi buku-
buku, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti maupun berkas perkara yang mendukung data 
primer. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan 
dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu : 
a. Penelitian Lapangan 
 Penelitian lapangan yaitu penelitian dimana peneliti 
mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke 
obyek penelitian. Hal ini ditempuh penulis dengan teknik wawancara. 
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Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika 
seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang 
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden (Amirudin dan Zainal Asikin, 
2002 : 82). 
Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semi 
berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara menyiapkan 
beberapa pertanyaan tetapi ruang geraknya dapat berkembang. 
Wawancara ini dilakukan penulis terhadap Jaksa Penuntut Umum di 
Kejaksaan Negeri Surakarta. 
b.  Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data yang 
penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur, berkas 
perkara, dokumen, maupun peraturan yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu 
penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok 
permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah 
semua data terkumpul. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis 
kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisa 
yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang yang 
nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 
25). 
Dalam metode analisa kualitatif ini, penulis menggunakan cara 
analisa data mode interaktif yaitu model analisis dalam penelitian 
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kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.  
Adapun skema dari analisis interaktif dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
Gambar 1. Model Analisis Interatif 
(H.B Soetopo, 2002: 96). 
 
Untuk lebih jelas, masing-masing tahap dapat dijabarkan secara 
singkat sebagai berikut : 
a. Reduksi Data 
Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang 
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sudah dimulai 
sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, 
Sajian Data 
Penarikan 
Simpulan/Verifikasi 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data 
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tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang tata 
cara pengumpulan data yang dipakai. 
b. Penyajian Data 
Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Yaitu mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-
pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan 
proposisi. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 
kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang 
merupakan validitasnya (H.B Soetopo, 2002 : 91-95). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan Sistematika 
penulisan hukum sebagai berikut ini: 
BAB I       :   PENDAHULUAN 
Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 
tentang penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II     :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan 
dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi : tinjauan umum 
tentang penuntutan, dan tinjauan tentang surat dakwaan serta 
kerangka pemikiran. 
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BAB III     :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh di 
lapangan dan pembahasannya mengenai: penggunaan bentuk 
surat dakwaan kombinasi oleh penuntut umum, hambatan – 
hambatan yang di hadapi Penuntut Umum dalam penyusunan 
surat dakwaan kombinasi dan cara penyelesaiannya.  
BAB IV   :  PENUTUP 
Dalam bab ini diuraikan tentang simpulan dan saran mengenai 
permasalahan yang ada.  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan 
a. Pengertian Penuntutan 
Pengertian Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah 
sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan”. 
Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian 
penuntutan, berikut ini penulis kemukakan beberapa pendapat dari para 
sarjana  sebagai berikut : 
1. Sudarto 
Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan ialah berupa 
penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan 
sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan 
(Sudarto dalam Djoko Prakoso, 1987 : 26 ). 
2. Wirjono Prodjodikoro 
Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah 
menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya 
kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan 
kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa 
(Wirjono Prodjodikoro dalam Djoko Prakoso, 1987 : 26 ). 
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3. S.M. Amin 
Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh hakim 
(S.M.Amin dalam Djoko Prakoso, 1987 : 26 ). 
4. Martiman Prodjohamidjojo 
Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut 
umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan 
perkara pidana ke Pengadilan Negeri (Martiman Prodjohamidjojo 
dalam Djoko Prakoso, 1987 : 26 ). 
5. Atang Ranoemihardja 
Yang dimaksud dengan penuntutan perkara ialah bilamana atas 
suatu perkara telah diajukan oleh penuntut umum kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dengan tuntutan agar terhadap perkara tersebut 
dapat diajukan ke sidang pengadilan (Atang Ranoemihardja dalam 
Djoko Prakoso, 1987 : 26 ). 
6. A. Karim Nasution 
Penuntutan diartikan penentuan, apakah suatu perkara diserahkan 
atau tidak kepada hakim untuk diputuskan dan jika dilanjutkan ke 
pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman (A. Karim 
Nasution dalam Djoko Prakoso, 1987 : 26 ). 
Dari beberapa pendapat tentang pengertian penuntutan tersebut 
diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penuntutan 
merupakan suatu proses dari beberapa tindakan yang harus dilakukan 
oleh Jaksa. Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum 
untuk menyerahkan berkas perkara terdakwa ke Pengadilan Negeri 
agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang 
bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan 
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sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, 
sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat 
dijatuhi pidana atas perbuatannya sebagai tindak pidana yang ia 
lakukan (Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, 1988:28). 
 
b. Pengertian Prapenuntutan. 
Sehubungan dengan tugas jaksa di bidang penuntutan, dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa 
dalam bidang prapenuntutan. Prapenuntutan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 14 butir b, yang 
menyatakan sebagai berikut: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada 
kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. 
Dalam hubungannya dengan pengertian prapenuntutan M. 
Yahya Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut : “Pada 
penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik 
menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut 
umum pun secara nyata dan fisik menerimanya dari tangan penyidik” 
(M. Yahya Harahap dalam Hamrad Hamid dan Husein Harun, 
1992:150). 
Namun demikian sekalipun telah terjadi penyerahan secara 
nyata dan fisik kepada penuntut umum, undang-undang belum 
menganggap penyidikan telah selesai, sebab kemungkinan besar hasil 
penyidikan yang diserahkan akan dikembalikan oleh penuntut umum 
kepada penyidik dengan petunjuk agar penyidik melakukan tabahan 
pemeriksaan penyidikan, itulah sebabnya penyerahan berkas pertama 
disebut prapenuntutan. 
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Jadi tindakan-tindakan Jaksa yang harus dilakukan sebelum ia 
melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang, diterima 
dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti-bukti 
bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut 
pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia 
segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik 
untuk dilengkapi. 
2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya 
tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh maka atas dasar itu 
Jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya untuk menyusun 
tuntutannya, Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di 
sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah Jaksa 
menyusun tuntutannya (Djoko Prakoso, 1987: 28). 
 
c. Asas- Asas Penuntutan 
Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai 
monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim 
tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan kepadanya. Jadi. 
hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum ( hakim 
bersifat pasif ). 
Di dalam penuntutan dikenal 2 asas (beginsel) yaitu : 
1. Azas Legalitas (Legalitics beginsel) 
Azas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan 
penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum 
pidana.  
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2. Azas Oportunitas (Opportuniteits beginsel)  
Azas Oportunitas ialah azas yang memberikan wewenang pada 
penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap 
seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan 
mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya 
untuk kepentingan umum ( Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, 
1988:25). 
 
d. Tugas dan wewenang Jaksa dan Penuntut Umum dalam Proses Pidana 
Menurut Pasal 1 butir (6) KUHAP ditentukan bahwa : 
1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim.  
Wewenang Penuntut Umum di dalam Pasal 14 KUHAP: 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik ke penyidik pembantu; 
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat 
(4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan 
panyidikan dari penyidik; 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan panahanan dan 
atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan 
oleh penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
19 
e. Melimpahkan perkara kepengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dan disertai surat 
panggilan, baik kepada saksi, untuk datang pada sidang yang 
telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang- 
Undang ini; 
j. Melaksanakan penetapan hakim ( Hari Sasangka dan Lily Rosita, 
2003:33). 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan 
a. Pengertian Surat Dakwaan 
Berbagai pengertian tentang surat dakwaan telah 
dikemukaakan oleh para pakar sarjana di bidang hukum acara pidana, 
di bawah ini dikemukakan beberapa definisi menurut para sarjana 
antara lain adalah  sebagai berikut : 
1). Karim Nasution (1972: 75) menyatakan sebagai berikut:  
“Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu 
perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara 
dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang 
merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang 
bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman” 
(Karim Nasution dalam Harun H Husein,1994 : 44). 
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2). M. Yahya Harahap (1988: 414) menyatakan bahwa:  
Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, 
berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana 
ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan 
dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar 
dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah 
yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 
pengadilan (M. Yahya Harahap dalam Harun H Husein,1994 : 
44). 
3). A. Soetomo (1989: 4) merumuskan surat dakwaan sebagai 
berikut:  
Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh 
penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan 
berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas 
pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan 
serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan 
tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang 
memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tertentu dari undang-undang 
yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak 
pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan 
apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan 
apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat 
dipertanggung-jawabkan untuk perbuatan tersebut (A. Soetomo 
dalam Harun H Husein,1994 : 44). 
Berbagai definisi sebagaimana diuraikan di atas, 
kelihatannya berbeda satu sama lain, namun demikian bila diteliti 
dengan seksama maka dalam perbedaan itu terkandung pula persamaan 
pada intinya. Inti persamaan tersebut berkisar pada hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte. Sebagai suatu 
akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal 
pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akte yang 
tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya 
tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin 
secara umum dapat dikatakan sebagai surat. 
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b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu 
mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan 
tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan 
tempat dilakukannya tindak pidana.  
c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan 
lengkap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-
undangan. 
d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di 
sidang pengadilan (Harun H Husein,1994 : 45). 
b. Fungsi Surat Dakwaan 
Sebagai suatu akta, maka surat dakwaan mempunyai 
fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Fungsi-fungsi 
surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus 
membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti : 
a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi 
oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut 
umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar peme-
riksaan sidang tersebut. 
b. Bahwa Hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya 
harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan 
penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam 
surat dakwaan. 
c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di 
persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim, dalam 
menjatuhkan putusan. 
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d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti di 
persidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali 
dalam surat dakwaan. 
2. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, hakim dan 
terdakwa/ penasihat hukum. 
a. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum 
Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar 
pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara ter-
sebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut di-
periksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas 
dakwaan; yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara 
tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu 
menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar 
tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya 
hukum.  
b. Fungsi surat dakwaan bagi hakim 
Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, 
membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan 
dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidak-
nya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. 
c. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum  
Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan 
dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena 
itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan 
lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan 
tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh 
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karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum” ( Harun M. 
Husein, 1994:95). 
 Berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Dakwaan 
(BPPD) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 
fungsi dan hakekat surat dakwaan menurut Mr.B.M.Taverne 
denyatakan 2 segi yaitu : 
1) Segi positif : bahwa keseluruhan isi dakwaan yang 
terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh 
hakim dalam putusannya. 
2) Segi negatif : Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti 
dalam putusan harus dapat diketemukan kembali dalam 
surat dakwaan (Adnan Paslyadja, 2002:7). 
c. Tujuan Adanya Surat Dakwaan 
Tujuan utama dari surat dakwaan adalah untuk 
menetapkan secara konkrit atau nyata menurut waktu, tempat dan 
keadaan, menunjukkan bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-
perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu, yang dispesialisir dan 
diindividualisir. Jadi misalnya bukanlah pencurian atau penipuan 
pada umumnya, tetapi pencurian atau penipuan yang kongkret.  
Dalam pada itu kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa 
bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-setelitinya apa 
yang didakwaan  kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang 
sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembelaan terhadap 
dakwaan tersebut.   
d. Syarat - Syarat Surat Dakwaan 
Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 
143 KUHAP. Dari Pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus 
dipenuhi surat dakwaan, yaitu : 
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1. Syarat Formil 
 Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang 
memuat hal-hal yang berhubungan dengan :  
a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani 
oleh penuntut umum/jaksa,  
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama, dan pekerjaan tersangka. 
2. Syarat Materiil 
Syarat materiil menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP memuat 
dua unsur yang tak boleh dilalaikan:  
a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan,  
b. menyebut waktu dan tempat tindak pidana 
dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) 
(M.Yahya Harahap,1985 :391). 
 Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah 
sebagai berikut: 
a) Cermat 
Cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, 
tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum 
membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya 
peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal 
yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu : 
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- Apakah terdakwa berkemampuan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. 
- Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu 
sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis. 
- Apakah tidak terjadi nebis in idem. 
- Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di 
dalam wilayah hukum kekuasaannya. 
b)  Jelas 
Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum 
harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan 
uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh 
terdakwa. 
Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian 
dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-
unsurnya berbeda satu sama lain / antar uraian dakwaan yang 
hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan 
unsur-unsurnya berbeda satu sama lain / uraian dakwaan yang 
hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, 
sedangkan unsur-unsurnya berbeda. 
c)  Lengkap  
Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup 
semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang 
secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang 
tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan 
perbuatan materielnya secara tegas, sehingga berakibat 
perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut 
undang-undang (Darwan Prinst, 1998 : 117-119). 
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Untuk itu dalam surat dakwaan harus memenuhi kedua 
syarat formil dan syarat matriil tersebut di atas. Akan tetapi 
undang-undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasar 
ketentuan Pasal 143 ayat (3), yang menegaskan: “Surat dakwaan 
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) huruf  b, batal demi hukum ”.  
Maka bila diteliti bunyi penegasan ketentuan Pasal 143 
ayat (3) tersebut, mengandung pemahaman, antar lain : 
1. Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan 
batal demi hukum. 
a. Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan 
surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan 
syarat formal, “dapat dibatalkan”. Jadi tidak batal demi 
hukum (van rechtswege nietig atau null and void) tapi dapat 
dibatalkan atau vernietighaar (voedable) karena sifat 
kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap 
bernilai imperfect (kurang sempurna). 
b. Bahkan kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali. 
Misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan 
alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau 
ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim 
dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat 
dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat 
hukum yang dapat merugikan terdakwa. Ambil contoh, 
surat dakwaan lupa mencantumkan jenis kelamin terdakwa. 
Kelalaian tersebut memang bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 143 ayat (2) huruf a. Namun kelalaian yang seperti ini 
tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat 
membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis 
kelamin, dapat diidentifikasi diri terdakwa. 
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2. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan 
batal demi hukum.  
Jelas dilihat perbedaan di antara kedua syarat tersebut. 
Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak 
mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum akan 
tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, 
apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan batal 
demi hukum.  
e. Modal Dasar Pembuatan Surat Dakwaan 
Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembuatan surat 
dakwaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut 
ketentuan yang berlaku serta menurut kebiasaan yang lazim agar 
dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dan titik tolak 
pemeriksaan perkara di persidangan, jaksa penuntut umum harus 
menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan surat 
dakwaan yang meliputi : 
a) Penguasaan materi perkara 
Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa 
yang melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan dilakukan, 
dimana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana 
perbuatan dilakukan, dan dengan alat apa perbuatan tersebut 
dilakukan. Selanjutnya apa akibat dari perbuatan tersebut 
dalam arti siapa yang menjadi korban / siapa yang dirugikan. 
Semua itu masing-masing harus didukung oleh bukti-bukti 
yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
Dalam hal ini sebelum jaksa penuntut umum mulai 
membuat surat dakwaan, lebih dulu hendaklah membaca berkas 
perkara yang bersangkutan. Setelah membaca Berita Acara 
Pendapat dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca 
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Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka / terdakwa, 
mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah 
penahanan, barang-barang sitaan, dan sebagainya. 
Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat 
cermat, jelas dan lengkap, harus pula disusun secara sistematis 
tentang urut-urutan kejadian dengan tetap berpegang pada 
unsur-unsur yang terdapat pada Pasal Undang-undang yang 
dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara 
benar-benar sudah dikuasai. 
Setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah 
dapat ditentukan Pasal mana yang paling tepat didakwakan dan 
bagaimana sebaiknya dakwaan tersebut disusun, apakah 
dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, subsider / berlapis 
ataupun kombinasi / gabungan. 
b) Penguasaan Materi Ketentuan Perundang-undangan 
Untuk menguasai materi perkara maka syarat mutlak 
untuk membuat surat dakwaan yang benar adalah penguasaan 
materi undang-undang yang dilanggar. Pembuat surat dakwaan 
harus mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari Pasal 
yang direncanakan akan didakwakan yang unsur-unsurnya 
cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Masalah-masalah unsur-unsur di dalam Pasal-Pasal 
KUHP ini perlu didalami karena antar Pasal yang satu dengan 
yang lain saling berdekatan. Apabila tidak waspada maka dapat 
bercampur baur yang mengakibatkan kesalahan fatal. 
Untuk menghindarkan tercecernya unsur-unsur dari 
pasal yang akan didakwakan seyogyanyalah pada waktu 
menyusun surat dakwaan itu mengutip unsur-unsur dari pasal 
tertentu yang relevan apabila dihubungkan dengan perbuatan 
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yang didakwakan. Pengutipan ini tidak perlu mencakup 
keseluruhan bunyi pasal melainkan yang berkaitan dengan 
unsur yang cocok dengan perbuatan yang didakwakan (A. 
Soetomo,1990:15). 
f. Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan 
KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat 
dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-
bentuk surat dakwaan yang dikenal sekarang ini adalah 
merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan 
praktek peradilan. 
Bentuk- bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a) Surat Dakwaan Tunggal 
Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan 
surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat 
dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat penuntut umum 
dengan ketentuan- ketentuan bahwa perbuatan terdakwa : 
1. Cukup bisa didakwaan satu jenis atau satu macam tindak 
pidana saja. Misalnya : Pencurian (Pasal 362 KUHP).  
2. Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa 
ketentuan pidana (Concursus idealis) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 63 (1) KUHP.  
3. Melakukan perbuatan berlanjut seperti diatur dalam Pasal 
64 ayat (1) KUHP (Hari Sasangka dan Tjuk 
Suharjanto,1988:105). 
Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko 
karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam 
persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa 
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dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu 
keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit 
dicari alasan untuk mendakwa perbuatan pidana yang lain, 
maka terpaksa disusun dakwaan secara tunggal. Penyusunan 
surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan 
yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, 
karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah 
permasalahan saja. Hal ini berarti bahwa penyusunan surat 
dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana 
dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktiann 
dan penerapan hukumnya. 
b) Surat Dakwaan Kumulatif (bersusun) 
Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak 
pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu 
dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau 
dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada 
seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.  
Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri 
sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku 
dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak 
terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan 
dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal 
terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-
masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri 
Tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri. 
Apabila Waktu dan tempatnya adalah sama, misalnya : Seorang 
yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
(perampokan) dengan membawa senjata tajam dapat didakwa 2 
(dua) perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 365 KUHP dan 
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1955. 
31 
Dengan surat dakwaan kumulatif tersebut, beberapa 
tindak pidana akan dimintakan satu hukuman, sehingga lebih 
meringankan bagi terdakwa. Konsekuensi dari surat dakwaan 
dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan 
semuanya satu per satu. Apabila penuntut umum menganggap 
terbukti semuanya, maka di dalam membuat tuntutan 
permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya 
ancaman pidana terberat ditambah 1/3nya.  
c) Surat Dakwaan Alternatif (pilihan) 
Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang 
akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, 
tetapi Penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa 
yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan 
yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk 
memilihnya. Misalnya Penuntut umum yang akan membuat su-
rat dakwaan berdasarkan berita acara Penyidikan ragu-ragu 
apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan merupakan : 
- Tindak pidana penipuan atau penggelapan 
- Pembantuan atau turut serta. 
Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang 
disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif 
dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. 
Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya 
satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan 
tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, 
tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. 
Konsekwensi dari surat dakwaan alternatif adalah jika salah 
satu tindak pidana sudah terbukti maka tindak pidana yang 
lainnya harus dikesampingkan. 
32 
d) Surat Dakwaan Subsidair (berlapis) 
Pembuatan surat dakwaan subidair seringkali di-
kacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama 
bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud 
penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek 
sering dikacaukan antara keduanya. 
Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut 
Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan 
didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita 
acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis 
tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair 
Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, 
tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak 
pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut 
termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.  
Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, 
subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih 
dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya.  
Sebagai konsekwensi bila dakwaan dibuat secara 
subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim 
pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak 
terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) 
dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka 
harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. 
Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti 
maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan. 
e) Surat Dakwaan Kombinasi 
Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari 
dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair / 
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antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair / antar 
dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. 
Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-
bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk 
mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas 
kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya 
bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas 
yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun 
dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, 
agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni 
karena kompleknya masalah yang dihadapi oleh penuntut 
umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah 
diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum 
tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus 
diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan 
tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. 
g. Perubahan Surat Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi syarat formil 
maupun materiil dalam pembuatan surat dakwaan sebelum surat 
dakwaan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Namun namanya 
manusia pasti mempunyai banyak kekurangan dan kekhilafan, 
begitu juga dengan seorang Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini 
KUHAP memberi kelonggaran dengan memberi kesempatan 
kepada jaksa penuntut umum untuk mengadakan perubahan dalam 
surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun 
ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi : 
a) Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum 
pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk 
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menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan 
penuntutannya. 
b) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu 
kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. 
c) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia 
menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat 
hukum dan penyidik. 
Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa : 
a) Perubahan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum ; 
b) Waktu perubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum 
sidang; 
c) Perubahan surat dakwaan hanya satu kali saja ; 
d) Turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada 
tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (Hari Sasangka 
dan Tjuk Suharjanto, 1988 : 63). 
Adapun menurut Harun M. Husein, perubahan surat dakwaan 
meliputi hal-hal sebagai berikut : 
(1) Perubahan dengan maksud untuk menyempurnakan perumusan 
yang menyangkut syarat formil, umpamanya memperbaiki 
kesalahan dalam merumuskan nama dan identitas lengkap 
terdakwa. 
(2) Perubahan dengan maksud untuk melengkapi uraian yang 
berhubungan dengan syarat material, yaitu uraian tentang tindak 
pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempatnya, misalnya 
saja dalam merumuskan tindak pidana tersebut salah satu unsurnya 
terlupakan untuk mencamtumkan dalam surat dakwaan. 
(3) Perubahan dengan tujuan untuk menyempurnakan redaksi surat 
dakwaan, maksudnya ialah penyempurnaan pada kalimat-kalimat 
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yang memuat uraian syarat formil maupun material agar redaksi 
surat dakwaan itu menjadi cermat, jelas, dan lengkap serta mudah 
dimengerti oleh terdakwa. Dengan perubahan itu diharapkan 
terdakwa dapat dengan mudah memahami perbuatan apa yang 
didakwakan kepadanya agar ia dapat mempersiapkan pembelaan 
diri. 
(4) Perubahan pada bentuk / sistematik surat dakwaan, umpamanya 
saja surat dakwaan yang semula disusun dalam bentuk alternatif 
diubah menjadi dakwaan berbentuk kumulatif karena dirasakan 
kurang tepatnya bentuk / sistematik dakwaan dengan corak / 
bentuk tindak pidana yang didakwakan. 
(5) Bahwa perubahan tersebut tidak boleh mengakibatkan timbulnya 
perumusan tindak pidana baru yang semula tidak pernah 
didakwakan. Dengan perkataan lain meskipun terjadi perubahan 
perbuatan yang didakwakan tetapi harus tetap sama dengan 
perbuatan yang semula didakwakan. Perbuatan yang sama disini 
dalam arti perbuatan yang sama menurut Pasal 76 KUHAP. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
perubahan surat dakwaan adalah: 
a) Untuk menyempurnakan surat dakwaan. 
(1) Untuk hal yang memberatkan 
(a) Perbuatan yang tidak direncanakan menjadi 
perbuatan berencana 
(b) Pegawai negeri atau karena pekerjaannya 
(c) Residivis 
(d) Tentang concursus/ samenloop 
(e) Tindak pidana berkualifikasi, misalkan Pasal 363 
KUHP tentang pencurian, diubah menjadi Pasal 365 
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KUHP tentang pencurian dengan kekeransan atau 
ancaman kekerasan. 
(2) Untuk memperbaiki kesalahan syarat formal maupun 
syarat materiil (untuk menghindari batalnya atau dapat 
dibatalkannya surat dakwaan). 
b) Untuk tidak melanjutkan penuntututan. (untuk menghentikan 
penuntutan). 
(1) Tadinya dituntut suatu tindak pidana kemudian ternyata 
bukan tindak pidana 
(2) Harus dihentikan demi hukum 
(a) Daluwarsa 
(b) Terdakwa meninggal dunia 
(c) Nebis in idem 
(3) Penyidikannya tidak sah, sehingga harus disidik kembali 
(Adnan Paslyadja, 2002:44). 
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B. Kerangka pemikiran 
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Dari Kerangka pemikiran diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Bahwa Lembaga kejaksaan adalah salah satu alat negara yang mempunyai 
tugas dan  wewenang  oleh Undang-undang sebagai penuntut umum. Hal ini 
menimbulkan konsekuensi bagi penuntut umum untuk selalu mengikuti 
perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal 
seseorang yang disangka melakukan tindak pidana demi mencapai hasil yang 
optimal dalam penuntutan.  
Proses penanganan kasus pada umumnya, termasuk bidang tindak 
pidana umum, di tingkat kejaksaan dimulai pada waktu ada pengiriman SPDP  
(Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari pihak kepolisian, dimana 
jika kejaksaan telah menerima surat ini maka Kajari akan menerbitkan P-16 
(Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti 
perkembangan penyidikan perkara tindak pidana). Kemudian setelah peyidik 
kepolisian menilai bahwa pemerikasaan terhadap tersangka, saksi maupun ahli 
telah lengkap maka penyidik kepolisian segera malakukan  pelimpahan berkas 
pemerikasaan  ke kejaksaan dalam hal ini penuntut umum. Kemudian penuntut 
umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. 
Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembuatan surat dakwaan 
sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut ketentuan yang berlaku 
serta menurut kebiasaan yang lazim agar dapat dipertanggungjawabkan 
sebagai dasar dan titik tolak pemeriksaan perkara di persidangan, jaksa 
penuntut umum harus menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan 
surat dakwaan yang meliputi : Penguasaan materi perkara dan penguasaan 
materi ketentuan Perundang-undangan. Kemudian Jaksa membuat Surat 
Dakwaan yang disesuaikan dengan berpedoman pada berita acara 
pemeriksaan, dengan melihat hasil pemeriksaan dan pasal-pasal tindak pidana 
yang kira-kira dilanggar. Dari pasal tersebut kemudian Jaksa Penuutut Umum 
menentukan unsur dari tindak pidana yang dilanggar dan dari tiap unsur 
tersebut disesuaikan apakah sesuai dengan perbuatan materiil yang termuat 
dalam berita acara pemeriksaan. Setelah jelas perbuatan materiil dari kasus 
39 
pidana yang terjadi dan seluruhnya sudah memenuhi unsur tindak pidana, 
kemudian Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan.  
Dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum dapat memilih 
surat dakwaan bentuk kombinasi. Surat dakwaan kombinasi dapat dibuat 
dengan menggabungkan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan 
dakwaan subsidair, atau  antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, 
atau antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Penggunaan bentuk 
surat dakwaan kombinasi harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-
bentuk dari kumulasinya. Hal ini adalah sangat penting, karena apabila 
kumulasi mengenai tindak pidana maupun pelakunya tidak jelas, maka dapat 
menimbulkan surat dakwaan batal demi hukum.  
Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan 
memehami bagaimana penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi oleh 
penuntut umum dalam  suatu perkara pidana dan apa hambatan – hambatan 
yang dihadapi penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan kombinasi 
maupun cara penyelesaiannya. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi Oleh Jaksa Penuntut 
Umum. 
1. Kasus Posisi : 
Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2007 sekitar pukul 03.45 WIB 
PAINO yang pada awal mulanya selesai melakukan hubungan badan 
dengan istrinya, PAINO merasa kehausan. Oleh karena itu PAINO keluar 
rumah  untuk mencari minuman teh panas, namun pada saat melintas depan 
rumah Mbah HADI WIYONO yang terletak di kampung Pringgolayan 
RT.02 RW.09 Tipes Serengan Surakarta yang merupakan tetangga dari 
PAINO, secara tidak sengaja PAINO melihat saksi korban RATNA SARI 
yang masih berumur 15 tahun  sedang tidur dengan lelap di ruang tengah 
dengan posisi terlentang menantang, sehingga mengundang birahi PAINO. 
Oleh karena terangsang dengan posisi tidur RATNA SARI  yang terlentang 
serta dikarenakan pernah mendengar gosip dari orang lain bahwa RATNA 
SARI orangnya gampangan atau dengan kata lain bisa diajak kencan, 
selanjutnya PAINO berjalan mondar mandir di sekitar rumah mbah HADI 
WIYONO sambil mengamati situasi di sekitarnya. Setelah dirasakan aman, 
kemudian dengan secara berlahan- lahan PAINO masuk kedalam rumah 
keluarga mbah HADI WIYONO, dan sesampainya diruang tengah tempat 
RATNA SARI tidur, PAINO berhenti sejenak untuk memastikan bahwa 
situasi disekitar rumah dalam keadaan aman.  
Oleh karena sudah tidak bisa menahan gejolak birahinya yang 
memuncak, sesaat kemudian PAINO menindih tubuh RATNA SARI dari 
atas dan selanjutnya menciumi pipi RATNA SARI yang pada saat itu masih 
tertidur terlelap. Setelah menciumi pipi RATNA SARI, kemudian PAINO 
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ganti berusaha menciumi bibir RATNA SARI, namun belum sampai 
mencium bibir Saksi korban dan belum sempat memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban,  secara tiba-tiba RATNA 
SARI terbangun dari tidurnya dan langsung berteriak histeris karena kaget 
bercampur dengan takut. Oleh karena RATNA SARI terbangun dan 
berteriak histeris, maka PAINO menjadi ketakutan hingga akhirnya  
melarikan diri. 
 
      2. Identitas Terdakwa  
Nama lengkap  : PAINO 
Tempat lahir : Bandar Lampung 
Umur/Tgl lahir  : 25 tahun / 23 November 1982 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pringgolayan RT.02 RW.09 Kel.Tipes, 
Kec.Serengan, Kab.Surakarta 
A g a m a   : Islam 
Pekerjaan   : Swasta 
              Pendidikan   : SMA 
 
        3. Dakwaan  
            KESATU : 
            PRIMAIR 
 Bahwa Terdakwa PAINO pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2007 
sekira pukul 03.45 WIB atau sertidak-tidaknya pada waktu-waktu lain 
pada bulan Mei tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dalam tahun dua ribu tujuh, bertempat di sebuah rumah Saksi korban yang 
terletak di kampung Pringgolayan RT.02 RW.09 Tipes Serengan Surakarta 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk 
didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ( yaitu Saksi korban 
RATNA SARI ) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai / tidak terlaksana 
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dikarenakan bukan kehendak Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa pada awal mulanya selesai melakukan hubungan badan 
dengan istrinya, Terdakwa merasa kehausan. Oleh karena itu Terdakwa 
keluar rumah dengan maksud untuk mencari minuman teh panas, namun 
pada saat melintas depan rumah keluarga Saksi Mbah HADI WIYONO, 
secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban RATNA SARI sedang 
tidur dengan lelap diruang tengah dengan posisi terlentang menantang, 
sehingga mengundang birahi Terdakwa. Oleh karena terangsang dengan 
posisi tidur Saksi korban yang terlentang serta dikarenakan pernah 
mendengar gosip dari orang lain bahwa Saksi korban RATNA SARI 
orangnya gampangan atau dengan kata lain bisa diajak kencan, selanjutnya 
Terdakwa berjalan mondar mandir di sekitar rumah mbah HADI 
WIYONO sambil mengamati situasi di sekitarnya. Setelah dirasakan 
aman, kemudian dengan secara berlahan- lahan Terdakwa masuk kedalam 
rumah keluarga mbah HADI WIYONO, dan sesampainya diruang tengah 
dimana Saksi korban RATNA SARI tidur, Terdakwa berhenti sejenak 
untuk memastikan bahwa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman. 
Oleh karena sudah tidak bisa menahan gejolak birahinya yang memuncak, 
sesaat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi korban RATNA SARI 
dari atas dan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi korban yang pada 
saat itu masih tertidur terlelap. Setelah menciumi pipi Saksi korban, 
kemudian Terdakwa ganti berusaha menciumi bibir Saksi korban, namun 
belum sampai mencium bibir Saksi korban dan belum sempat memasukkan 
alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban,  secara tiba-tiba 
Saksi korban RATNA SARI terbangun dari tidurnya dan langsung 
berteriak histeris karena kaget bercampur dengan takut. Oleh karena 
saksi korban RATNA SARI terbangun dan berteriak histeris, maka 
Terdakwa menjadi ketakutan hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri. 
Bahwa  perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban  RATNA SARI yang 
masih berusia kurang lebih 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 
SMP secara physikhis mengalami traumatic serta malu dengan warga 
sekitar. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana melanggar Pasal 53 jo Pasal 81 Undang-Undang RI.No 23 Tahun 
2002. 
            SUBSIDAIR 
                      Bahwa ia Terdakwa PAINO pada waktu dan tempat sebagaima 
diterangkan dalam dakawaan PRIMAIR tersebut diatas, dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
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 Bahwa pada awal mulanya selesai melakukan hubungan badan 
dengan istrinya, Terdakwa merasa kehausan. Oleh karena itu Terdakwa 
keluar rumah dengan maksud untuk mencari minuman teh panas, namun 
pada saat melintas depan rumah keluarga Saksi Mbah HADI WIYONO, 
secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban RATNA SARI sedang 
tidur dengan lelap diruang tengah dengan posisi terlentang menantang, 
sehingga mengundang birahi Terdakwa. Oleh karena terangsang dengan 
posisi tidur Saksi korban yang terlentang serta dikarenakan pernah 
mendengar gosip dari orang lain bahwa Saksi korban RATNA SARI 
orangnya gampangan atau dengan kata lain bisa diajak kencan, selanjutnya 
Terdakwa berjalan mondar mandir di sekitar rumah mbah HADI 
WIYONO sambil mengamati situasi di sekitarnya. Setelah dirasakan 
aman, kemudian dengan secara berlahan- lahan Terdakwa masuk kedalam 
rumah keluarga mbah HADI WIYONO, dan sesampainya diruang tengah 
dimana Saksi korban RATNA SARI tidur, Terdakwa berhenti sejenak 
untuk memastikan bahwa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman.  
Oleh karena sudah tidak bisa menahan gejolak birahinya yang 
memuncak, sesaat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi korban 
RATNA SARI dari atas dan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi 
korban yang pada saat itu masih tertidur terlelap. Setelah menciumi pipi 
Saksi korban, kemudian Terdakwa ganti berusaha menciumi bibir Saksi 
korban, namun belum sampai mencium bibir Saksi korban dan belum 
sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban,  
secara tiba-tiba Saksi korban RATNA SARI terbangun dari tidurnya dan 
langsung berteriak histeris karena kaget bercampur dengan takut. Oleh 
karena saksi korban RATNA SARI terbangun dan berteriak histeris, maka 
Terdakwa menjadi ketakutan hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri. 
Bahwa  perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban  RATNA SARI yang 
masih berusia kurang lebih 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 
SMP secara physikhis mengalami traumatic serta malu dengan warga 
sekitar. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002. 
ATAU 
          KEDUA 
          PRIMAIR 
Bahwa ia Terdakwa PAINO pada waktu dan tempat sebagaima 
diterangkan dalam dakawaan KESATU PRIMAIR tersebut diatas, dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita ( 
yaitu Saksi korban RATNA SARI) untuk melakukan persetubuhan dengan 
dirinya diluar perkawinan, namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai / 
tidak terlaksana dikarenakan bukan kehendak Terdakwa, perbuatan 
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
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Bahwa pada awal mulanya selesai melakukan hubungan badan 
dengan istrinya, Terdakwa merasa kehausan. Oleh karena itu Terdakwa 
keluar rumah dengan maksud untuk mencari minuman teh panas, namun 
pada saat melintas depan rumah keluarga Saksi Mbah HADI WIYONO, 
secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban RATNA SARI sedang 
tidur dengan lelap diruang tengah dengan posisi terlentang menantang, 
sehingga mengundang birahi Terdakwa. Oleh karena terangsang dengan 
posisi tidur Saksi korban yang terlentang serta dikarenakan pernah 
mendengar gosip dari orang lain bahwa Saksi korban RATNA SARI 
orangnya gampangan atau dengan kata lain bisa diajak kencan, selanjutnya 
Terdakwa berjalan mondar mandir di sekitar rumah mbah HADI 
WIYONO sambil mengamati situasi di sekitarnya. Setelah dirasakan 
aman, kemudian dengan secara berlahan- lahan Terdakwa masuk kedalam 
rumah keluarga mbah HADI WIYONO, dan sesampainya diruang tengah 
dimana Saksi korban RATNA SARI tidur, Terdakwa berhenti sejenak 
untuk memastikan bahwa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman.  
Oleh karena sudah tidak bisa menahan gejolak birahinya yang 
memuncak, sesaat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi korban 
RATNA SARI dari atas dan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi 
korban yang pada saat itu masih tertidur terlelap. Setelah menciumi pipi 
Saksi korban, kemudian Terdakwa ganti berusaha menciumi bibir Saksi 
korban, namun belum sampai mencium bibir Saksi korban dan belum 
sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban,  
secara tiba-tiba Saksi korban RATNA SARI terbangun dari tidurnya dan 
langsung berteriak histeris karena kaget bercampur dengan takut. Oleh 
karena saksi korban RATNA SARI terbangun dan berteriak histeris, maka 
Terdakwa menjadi ketakutan hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri. 
Bahwa  perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban  RATNA SARI yang 
masih berusia kurang lebih 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 
SMP secara physikhis mengalami traumatic serta malu dengan warga 
sekitar. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana melanggar Pasal 53 jo pasal 285 KUHP. 
          SUBSIDAIR 
Bahwa ia Terdakwa PAINO pada waktu dan tempat sebagaima 
diterangkan dalam dakawaan KESATU PRIMAIR tersebut diatas, telah 
melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau 
patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau 
tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk 
dikawin,  perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
Bahwa pada awal mulanya selesai melakukan hubungan badan 
dengan istrinya, Terdakwa merasa kehausan. Oleh karena itu Terdakwa 
keluar rumah dengan maksud untuk mencari minuman teh panas, namun 
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pada saat melintas depan rumah keluarga Saksi Mbah HADI WIYONO, 
secara tidak sengaja Terdakwa melihat saksi korban RATNA SARI sedang 
tidur dengan lelap diruang tengah dengan posisi terlentang menantang, 
sehingga mengundang birahi Terdakwa. Oleh karena terangsang dengan 
posisi tidur Saksi korban yang terlentang serta dikarenakan pernah 
mendengar gosip dari orang lain bahwa Saksi korban RATNA SARI 
orangnya gampangan atau dengan kata lain bisa diajak kencan, selanjutnya 
Terdakwa berjalan mondar mandir di sekitar rumah mbah HADI 
WIYONO sambil mengamati situasi di sekitarnya. Setelah dirasakan 
aman, kemudian dengan secara berlahan - lahan Terdakwa masuk kedalam 
rumah keluarga mbah HADI WIYONO, dan sesampainya diruang tengah 
dimana Saksi korban RATNA SARI tidur, Terdakwa berhenti sejenak 
untuk memastikan bahwa situasi disekitar rumah dalam keadaan aman.  
Oleh karena sudah tidak bisa menahan gejolak birahinya yang 
memuncak, sesaat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi korban 
RATNA SARI dari atas dan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi 
korban yang pada saat itu masih tertidur terlelap. Setelah menciumi pipi 
Saksi korban, kemudian Terdakwa ganti berusaha menciumi bibir Saksi 
korban, namun belum sampai mencium bibir Saksi korban dan belum 
sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban,  
secara tiba-tiba Saksi korban RATNA SARI terbangun dari tidurnya dan 
langsung berteriak histeris karena kaget bercampur dengan takut. Oleh 
karena saksi korban RATNA SARI terbangun dan berteriak histeris, maka 
Terdakwa menjadi ketakutan hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri. 
Bahwa  perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban  RATNA SARI yang 
masih berusia kurang lebih 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 
SMP secara physikhis mengalami traumatic serta malu dengan warga 
sekitar. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana melanggar Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP. 
 
       4. Pembahasan 
           Surat Dakwaan kombinasi merupakan salah satu dari bentuk surat 
dakwaan yang dipakai didalam praktek peradilan di Indonesia. Surat 
dakwaan kombinasi dapat dibuat dengan menggabungkan antara bentuk 
surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair, atau  antara dakwaan 
kumulatif dengan dakwaan subsidair, atau antar dakwaan kumulatif 
dengan dakwaan alternatif. Penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi 
harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya. 
Hal ini adalah sangat penting,  karena apabila kumulasi mengenai tindak 
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pidana maupun pelakunya tidak jelas, maka dapat menimbulkan surat 
dakwaan batal demi hukum. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan  Jaksa penuntut 
umum Kejaksaan Negeri Surakarata,  yaitu Djohar Arifin, S. H dikatakan 
bahwa sebenarnya pedoman khusus penggunaan bentuk surat dakwaan 
kombinasi tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHAP maupun 
pedoman pembuatan surat dakwaan. Namun di dalam hal praktek 
pembuatan bentuk surat dakwaan kombinasi sendiri terdapat 2 
kemungkinan penyusunan bentuk surat dakwaan kombinasi yang sering 
digunakan oleh Jaksa Penutut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta, yang 
dapat dijabarkan di dalam skema di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi 
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Dari skema tersebut penulis jabarkan contoh format 
penyusunannya adalah sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi dengan Format Komulatif 
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Gambar 5. Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi  
dengan Format Alternatif 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, 
pembuatan surat dakwaan pada kasus PAINO ini adalah berbentuk Surat 
dakwaan Kombinasi yaitu penggabungan antara dakwaan Alternatif dan 
subsidair. Pembuatan Surat dakwaan ini berpedoman pada berita acara 
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pidana yang kira-kira dilanggar. Dari pasal tersebut kemudian Jaksa 
Penuutut Umum menentukan unsur dari tindak pidana yang dilanggar dan 
dari tiap unsur tersebut disesuaikan apakah sesuai dengan perbuatan 
materiil yang termuat dalam berita acara pemeriksaan. Setelah jelas 
perbuatan materiil dari kasus pidana yang terjadi dan seluruhnya sudah 
memenuhi unsur tindak pidana, kemudian Jaksa Penuntut Umum dapat 
menyusun surat dakwaan. Dalam pembuatan surat dakwaan Kombinasi 
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Syarat formil, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 
143 ayat (2) a, yang memuat: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pendidikan dan 
pekerjaan Terdakwa telah tecantum jelas pada bagian pembuka surat 
dakwaan. Kebangsaan juga telah tercantum dengan jelas karena berkaitan 
dengan pengaturan serta langkah-langkah yang akan dilakukan 
selanjutnya oleh pengadilan. Begitu juga dengan syarat formil yang lain 
yang harus mencantumkan juga tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut 
Umum pada akhir surat dakwaan dibuat. Pada surat dakwaan perkara 
PAINO ini tanggal pembuatan tertulis Surakarta tanggal 27 Juli 2007 
dengan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pembuat surat 
dakwaan yaitu Djohar Arifin, S.H dengan pangkat Jaksa Pratama 
NIP.230024427 yang telah tercantum pada akhir surat dakwaan. Dengan 
demikian syarat formil pada Surat dakwaan perkara PAINO ini telah 
lengkap dan terpenuhi, sehingga Surat Dakwaan tersebut tidak akan 
menimbulkan ”eror in persona” karena apabila Syarat formil tidak 
terpenuhi maka  surat dakwaan dapat dibatalkan. 
 Syarat materiil pada penggunaan bentuk Surat Dakwaan harus 
diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutkan waktu ”tempus delicti” dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan ”locus delicti”. Kriteria cermat, jelas dan 
lengkap yang dimaksudkan dalam surat dakwaan yaitu uraian pada surat 
dakwaan telah sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya dan dipadu 
dengan unsur –unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam 
ketentuan tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat 
memahami dengan mudah apa yang telah didakwakan kepada dirinya dan 
dapat mempersiapkan  pembelaan dengan sebaik-baiknya. 
Pada dakwaan KESATU PRIMAIR dituliskan bahwa 
Terdakwa PAINO pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2007 sekira pukul 
03.45 WIB atau sertidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 
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tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua 
ribu tujuh, bertempat di sebuah rumah Saksi korban yang terletak di 
kampung Pringgolayan RT.02 RW.09 Tipes Serengan Surakarta atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk 
didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Pada penulisan waktu 
”tempus delicti” dan tempat  terjadinya tindak pidana ”locus delicti” 
ditulis secara lengkap dan luas hal ini dimaksudkan agar tidak ada satu 
celahpun bagi terdakwa dapat memberikan alibi pada persidangan 
nantinya, karena apabila waktu maupun tempat terjadinya tindak pidana 
tidak diuraikan secara lengkap di dalam surat dakwaan maka apabila 
terdakwa menjawab lain maka dapat mengakibatkan terdakwa bisa bebas 
dari segala dakwaan.  
Berdasarkan pada kasus PAINO diatas, penulis ringkas bahwa 
Jaksa Penuntut Umum memakai surat dakwaan yang disusun secara 
Kombinasi yang merupakan penggabungan antara bentuk alternatif dan 
subsidair , dimana perbuatan terdakwa telah menyinggung beberapa pasal 
yaitu:  
KESATU 
- PRIMAIR :  melanggar Pasal 53 KUHP jo Pasal 81 Undang-
Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002. 
- SUBSIDAIR  : melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.  
 ATAU 
KEDUA 
- PRIMAIR   : melanggar Pasal 53 KUHP jo Pasal 285 KUHP. 
- SUBSIDAIR  : melanggar Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP. 
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Pada penggunaan kata ”KESATU” ATAU ”KEDUA” pada 
surat dakwaan ini menandakan bahwa formatnya dalam bentuk 
alternatif. Sedangkan pada kata ”PRIMAIR” dan ”SUBSIDAIR” pada 
dakwaan kesatu maupun kedua menandakan bahwa format surat 
dakwaan adalah berbentuk Subsidair. Maka keseluruhan surat dakwaan 
ini merupakan bentuk kombinasi atau campuran yang merupakan 
penggabungan dari bentuk alternatif dan subsidair.  
Bentuk alternatif sendiri merupakan surat dakwaan yang dibuat 
apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu 
tindak pidana saja, tetapi Penuntut umum ragu-ragu tentang tindak 
pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan atau penuntut umum 
belum yakin benar tentang kualifikasi pasal yang tepat untuk diterapkan 
pada tindak pidana tersebut, sehingga surat dakwaan yang dibuat 
merupakan alternatif  bagi hakim untuk memilihnya. Pada perkara 
PAINO ini Jaksa Penuntut menggunakan format alternatif karena adanya 
unsur korbannya adalah seorang anak. Menurut asas  Lex Specialist 
Derogaat Lex Generalist yang berarti Undang-undang khusus 
mengenyampingkan Undang-undang umum dan Pasal 63 ayat 2 KUHP  
yang berisi ” Jika suatu aturan pidana yang umum, diatur pula didalam 
aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 
dikenakan”, maka Undang – undang Republik Indonesia No.23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak tidak boleh dikesampingkan. Namun 
pada kenyataannya undang-undang ini masih belum sempurna, dengan 
pertimbangan pada perkara PAINO ini unsur kekerasannya masih 
diragukan, padahal didalam Undang-undang Perlindungan anak terdapat 
unsur kekerasan. Untuk dapat menjerat terdakwa dan supaya terdakwa 
tidak dapat lepas dari segala dakwaan maka jaksa mengalternatifkan 
kembali dengan aturan pidana yang umum yaitu peraturan yang ada di 
dalam KUHP.  
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Gabungan dalam pembuatan bentuk surat dakwaan kombinasi 
yang lainnya dalam kasus PAINO ini adalah dengan format subsidair 
atau subsidaritas. Seperti apa yang telah penulis jabarkan diatas bahwa 
dalam pembuatan surat dakwaan alternatif Penuntut Umum ragu-ragu 
tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa 
karena fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas 
terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair 
Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi 
yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan 
didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat 
atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk 
primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih 
dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Pada urutan 
dakwaan PAINO dalam format subsidair telah sesuai dengan  kualifikasi 
berat atau kualifikasi ringan, dimana pasal yang terberat lebih dahulu 
dicantumkan baru kemudian pasal yang ringan ancaman hukumannya 
dicantumkan. Dakwaan KESATU PRIMAIR, Pasal 53 jo Pasal 81 
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 ancaman 
hukumannya maksimal 15 tahun penjara dikurangi sepertiganya. 
Dakwaan KESATU SUBSIDAIR Pasal 53 jo Pasal 82 Undang-Undang 
RI.No 23 Tahun 2002 ancaman hukumannya paling lama 15 tahun 
penjara dikurangi sepertiganya.  ATAU Dakwaan KEDUA PRIMAIR, 
Pasal 53 KUHP jo Pasal 285 KUHP ancaman hukumannya paling lama 
12 tahun penjara dikurangi sepertiganya.  Dakwaan KEDUA 
SUBSIDAIR, Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP ancaman hukumannya 
paling lama 7 tahun dikurangi sepertiganya.  
Dari Surat dakwaan diatas, analisis hukum mengapa Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan kombinasi  yaitu:  
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1. Dakwaan KESATU PRIMAIR, Pasal 53 jo Pasal 81 Undang-Undang 
Republik Indonesia No 23 Tahun 2002, berisi tentang percobaan 
perkosaan bersetubuh. 
Dari Hasil pemeriksaan yang telah di rangkum di dalam 
BAP, alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan 
KESATU PRIMAIR dari Pasal 53 KUHP jo Pasal 81 Undang-
Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yaitu karena adanya asas Lex Specialist Derogaat Lex 
Generalist dan Pasal 63 ayat 2 KUHP  yang berisi ” Jika suatu aturan 
pidana yang umum, diatur pula didalam aturan pidana yang khusus, 
maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. 
Dimana dalam kasus ini  korbannya adalah seorang anak di 
bawah umur, yaitu menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan (Pasal 1 ayat (1)). Dalam hal ini jelas jaksa harus 
menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak ini dan tidak 
boleh mengenyampingkannya. Pada Pasal 53 KUHP jo Pasal 81 
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002  berisi ” 
Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai 
atau tidak terlaksana dikarenakan bukan kehendaknya sendiri”. 
Unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair ini antara lain: 
a. Barang siapa  
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  
c. Memaksa seorang anak 
d. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
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e. Namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai atau tidak 
terlaksana dikarenakan bukan kehendak Terdakwa. 
Unsur-unsur diatas analisis hukumnya adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa 
Bahwa unsur pertama ”Barang siapa” ini adalah siapa saja 
yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang kepadanya di kenai 
pertanggungjawaban oleh setiap perbuatannya atau dengan 
penjabaran lain yaitu seseorang atau pelaku yang dapat 
bertanggungjawab yang telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum dan diancam pidana.  
Dalam kasus ini yang dimaksud barang siapa adalah 
Terdakwa yang bernama PAINO yang berdasarkan keterangan para 
saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan 
keterangan identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan, 
faktanya adalah orang yang bernama PAINO yang beralamat di 
Pringgolayan RT.02 RW.09, Kel.Tipes, Kec.Serengan, Kab. 
Surakarta.  
b. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan 
Kemudian Unsur kedua adalah ”Dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan”. Bahwa yang dimaksud 
dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan 
mengetahui akan akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam hukum pidana adalah 
menggunakan kekuatan fisik yang membuat orang tidak berdaya, 
sehingga memudahkan untuk melaksanakan perbuatan yang 
diinginkan. Pengertian yuridis ”kekerasan” atau ”ancaman 
kekerasan” memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas yaitu 
tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga 
masuk dalam arti kejiwaan, paksaan kejiwaan tersebut sendiri 
disebut psikis.  Berdasarkan fakta yang ada di dalam berita acara 
penyidikan memang belum nampak jelas adanya kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Namun dari keterangan saksi korban dan 
keterangan Terdakwa , jaksa masih ragu-ragu karena diperoleh 
fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya dengan menindih 
dan mencium pipi saksi korban RATNA SARI dalam keadaan 
sadar, sehat dan tidak ada gangguan jiwa. 
Hal ini yang menjadi pertimbangan jaksa bahwa Terdakwa 
dalam melampiaskan hawa nafsunya terhadap saksi korban dengan 
cara Terdakwa menindih dari atas yang kemudian dilanjutkan 
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dengan mencium bibir saksi korban pada saat saksi korban tertidur, 
disini tampak setidak-tidaknya ada kekuatan fisik dari terdakwa.  
c. Unsur memaksa seorang anak 
Unsur memaksa dalam hal perkosaan menunjukkan adanya 
pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Kemudian 
unsur seorang anak seperti yang telah diuraikan diatas bahwa 
menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
(Pasal 1 ayat (1)). 
Fakta-fakta yang ada di dalam unsur ini berdasarkan 
keterangan para saksi dan akta kelahiran saksi korban RATNA 
SARI bahwa RATNA SARI masih berumur 14 tahun 7 bulan. 
Namun pada unsur memaksa masih adanya keragu-raguan jaksa 
karena masih belum nampak jelas, sehingga jaksa akan 
memastikannya pada waktu pemeriksaan para saksi dan terdakwa 
didalam persidangan. 
 
 
d. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
Dalam fakta perbuatannya yaitu bahwa Terdakwa sudah 
tidak bisa menahan gejolak birahinya yang memuncak, kemudian 
Terdakwa menindih tubuh Saksi korban RATNA SARI dari atas 
dan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi korban yang pada 
saat itu masih tertidur terlelap. Setelah menciumi pipi Saksi 
korban, kemudian Terdakwa ganti berusaha menciumi bibir Saksi 
korban. 
e. Unsur Perbuatan tersebut (yang dilakukan terdakwa) tidak sampai 
selesai atau tidak terlaksana dikarenakan bukan kehendak 
Terdakwa. 
Unsur ini merupakan isi dari Pasal 53 KUHP tentang 
percobaan, dalam kasus ini persetubuhan belum terjadi karena 
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bukan kehendak Terdakwa sendiri namun karena Saksi Korban 
RATNA SARI terbangun dan berteriak. 
 
2. Dakwaan KESATU SUBSIDAIR, Pasal 53 jo Pasal 82 Undang-
Undang RI.No 23 Tahun 2002, berisi tentang percobaan pencabulan. 
Pada unsur Kesatu Primair tersebut diatas tentang Percobaan 
perkosaan, Jaksa masih punya keragu-raguan dalam menguraikan 
fakta-fakta yang dihubungkan dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang 
dilakukan Terdakwa, maka dari itu Jaksa menggunakan pasal yang 
berhubungan dengan Tindak Pidana Kesusilaan Lain yang bisa 
dihubungkan dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr.PAINO 
yang masih dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Oleh karena 
adanya ketakutan jaksa dengan kemungkinan terdakwa lepas dari 
dakwaan, maka  jaksa membuat dakwaan KESATU SUBSIDAIR yaitu 
melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, isinya antara lain : ”Dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak untuk melakukan perbuatan cabul” pasal ini unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
a. Barang siapa 
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekeransan, 
memaksa, memakai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk. 
c. Seorang anak  
d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Unsur-unsur diatas, analisis hukumnya adalah sebagai berikut: 
a. Unsur ’’ Brang siapa’’ 
Analisis hukum unsur pertama ”Barang siapa” ini adalah 
sama dengan penjabaran unsur KESATU PRIMAIR 
b. Unsur kedua adalah ” Dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekeransan, memaksa, memakai tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk”.  
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Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan 
yang dikehendaki dan mengetahui akan akibatnya. Kemudian yang 
dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam 
hukum pidana adalah menggunakan kekuatan fisik yang membuat 
orang tidak berdaya, sehingga memudahkan untuk melaksanakan 
perbuatan yang diinginkan. Pengertian yuridis ”kekerasan” atau 
”ancaman kekerasan” memaksa orang lain harus ditafsirkan secara 
luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan 
juga masuk dalam arti kejiwaan, paksaan kejiwaan tersebut sendiri 
disebut psikis. ”Kekerasan” adalah kekuatan fisik yang 
menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan 
perlawanan atau pembelaan. ”Ancaman kekerasan” adalah sengaja 
psikis yamg menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak 
mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan 
yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak 
mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang 
mengancam kekerasan. Unsur ”memaksa” ini menunjukkan adanya 
pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Yang 
dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut 
menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari 
sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak hanya berupa ucapan tetapi 
juga perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud rangkaian 
kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara 
tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima 
sebagai sesuatu yang logis dan benar. 
Berdasarkan fakta yang ada di dalam berita acara 
penyidikan yaitu dari keterangan saksi korban dan keterangan 
Terdakwa , diperoleh suatu kesimpulan bahwa  Terdakwa dalam 
melakukan aksinya dengan menindih dan mencium pipi saksi 
korban RATNA SARI dalam keadaan sadar, sehat dan tidak ada 
gangguan jiwa. Berdasarkan pada pemeriksaan saksi korban , para 
saksi dan Terdakwa sendiri  bahwa Terdakwa dalam melampiaskan 
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hawa nafsunya terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa 
menindih dari atas yang kemudian dilanjutkan dengan mencium 
bibir saksi korban pada saat saksi korban tertidur. Fakta didalam 
penyelidikan, yaitu sebagai berikut: 
- Bahwa 13 Mei 2007 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di 
rumah Sdr. korban RATNA SARI (Mbah MARDI) yang 
terletak di Kampung  Pringgolayan RT.02 RW.09 Kelurahan 
Tipes Serengan Surakarta, pada saat itu Sdr.RATNA SARI 
sedang tertidur diruangan tengah, secara tiba-tiba Sdr.RATNA 
SARI merasakan ada tubuh (yaitu sdr. PAINO ) sedang 
menindih diatas tubuhnya dan berusaha menciumi bibirnya. 
- Bahwa Sdr.RATNA SARI terbangun dari tidurnya karena 
merasa ada seseorang (yaitu Terdakwa) yang telah menciumi 
pipinya dan akan berusaha mencium bibirnya serta dikarenakan 
ada beban sdr. PAINO yang menindih tubuh Sdr.RATNA 
SARI. 
- Bahwa selanjutnya Sdr.RATNA SARI berteriak dan menjerit-
jerit memanggil: ”Pak’e- Pak’e..” 
- Bahwa oleh karena Sdr.RATNA SARI menjerit maka 
selanjutnya sdr. PAINO melarikan diri. 
Dari uraian keterangan diatas dapat diketahui bahwa unsur 
”Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekeransan, 
memaksa, memakai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk” adalah diragukan atau belum nampak jelas, tetapi 
adanya kemungkinan kekuatan fisik terdakwa terhadap si Korban 
yaitu Terdakwa menindih tubuh korban. Namun karena adanya 
keraguan jaksa dalam mencocokkan fakta-fakta dan unsur-unsur 
yang ada dalam pasal ini maka dengan ada kemungkinsn Sdr. 
PAINO  dapat lepas dari segala tuntutan hukum. 
c. Seorang anak  
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Analisis hukum pada unsur seorang anak sama dengan 
analisis pada dakwaan KESATU PRIMAIR. 
d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Pada unsur ini yang dimaksudkan yaitu, Terdakwa telah 
melakukan perbuatan cabul dan telah selesai, bukan merupakan 
percobaan. Bila dihubungkan dengan kronologi kasusnya yaitu 
karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan gejolak birahinya yang 
memuncak, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi korban 
RATNA SARI dari atas dan selanjutnya Terdakwa menciumi pipi 
Saksi korban yang pada saat itu masih tertidur terlelap. Setelah 
menciumi pipi Saksi korban, kemudian Terdakwa ganti berusaha 
menciumi bibir Saksi korban. 
Oleh karena pada undang-undang perlindungan anak ini 
baik pada dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair terdapat 
unsur yang meragukan sehingga dapat memberikan peluang 
Terdakwa akan lolos dari dakwaan, maka Jaksa membuat dakwaan 
dengan jeratan pasal yang ada didalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana.  
 
3. ATAU Dakwaan KEDUA PRIMAIR, Pasal 53 KUHP jo Pasal 285 
KUHP. 
Pasal 53 KUHP jo Pasal 285 KUHP ini dibuat karena masih 
adanya keragu-raguan jaksa dalam mendiskripsikan unsur-unsur yang 
ada dalam dakwaan Kesatu primair dan Kesatu Subsidair apakah 
nantinya dipersidangan nanti dapat terakomidir semuanya, maka Jaksa 
menggabungkannya dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana 
dimana dalam hal ini Jaksa membuat dakwaan yang disusun secara 
kombinasi yang merupakan penggabungan antara bentuk alternatif-
subsidair. Pada penyusunannya antara dakwaan kesatu dengan kedua  
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diselipkan kata ”ATAU ” alasannya agar tidak terjadi Obscuur Libel 
pada penyusunan bentuk dakwaan ini karena Dalam Dakwaan Kesatu 
primair maupun kesatu subsidair merupakan undang-undang khusus 
yaitu tentang Undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu 
kemudian Jaksa mencantumkan dakwaan  KEDUA PRIMAIR, yaitu 
melanggar Pasal 53 KUHP jo Pasal 285 KUHP yang isinya antara lain 
” Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita (yaitu Saksi korban RATNA SARI) untuk melakukan 
persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, namun perbuatan 
tersebut tidak sampai selesai / tidak terlaksana dikarenakan bukan 
kehendak Terdakwa. Unsur-unsur dari pasal tersebut, antara lain:  
a. Barang siapa 
”Barang siapa” ini adalah siapa saja yang mempunyai hak 
dan tanggung jawab yang kepadanya di kenai pertanggungjawaban 
oleh setiap perbuatannya atau dengan penjabaran lain yaitu 
seseorang atau pelaku yang dapat bertanggungjawab yang telah 
melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. 
Unsur ini seperti apa yang telah diterangkan pada unsur-unsur 
pasal yang telah penulis terangkan sebelumnya. 
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
”Kekerasan” adalah kekuatan fisik yang menyebabkan 
orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau 
pembelaan. ”Ancaman kekerasan” adalah sengaja psikis yamg 
menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu 
melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum 
diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai 
pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam 
kekerasan. 
c. Memaksa 
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Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya 
pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. 
d. Seseorang wanita 
Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban 
perkosaan adalah biasanya wanita. 
e. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan 
Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang 
tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang 
dilakukan dengan paksaan. 
f. Namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai / tidak terlaksana 
dikarenakan bukan kehendak Terdakwa. 
Analisis hukum unsur-unsur pada dakwaan Kedua primair 
ini hampir sama dengan unsur-unsur yang ada pada dakwaan 
kesatu primair dan kesatu subsidair, hanya bedanya pada unsur 
”bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” dalam unsur ini jelas 
bahwa korban RATNA SARI bukanlah istri terdakwa. 
 
4. Dakwaan KEDUA SUBSIDAIR, Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP. 
Pada dakwaan-dakwaan sebelumnya masih dalam analisis 
hukumnya masih ada keraguan jaksa dalam mendiskripsikan unsur -
unsur dengan fakta yang terjadi, Oleh karena itu kembali Jaksa 
membuat dakwaan KEDUA SUBSIDAIR, yaitu melanggar Pasal 290 
ayat (1) ke-2 KUHP, yang isinya ” Barang siapa telah melakukan 
perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut 
harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau 
tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk 
dikawin”. Unsur –unsur dalam pasal ini adalah sebagai berikut : 
a. Barang siapa 
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b. Telah melakukan perbuatan cabul 
c. Dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau 
tidak nyata berapa umurnya,bahwa orang itu belum masanya untuk 
dikawin. 
Analisis hukum pada unsur-unsur diatas antara lain: 
a. Unsur ”Barang siapa” 
Bahwa unsur pertama ”Barang siapa” ini adalah siapa saja 
yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang kepadanya di kenai 
pertanggungjawaban oleh setiap perbuatannya atau dengan 
penjabaran lain yaitu seseorang atau pelaku yang dapat 
bertanggungjawab yang telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum dan diancam pidana. Dalam kasus ini yang dimaksud 
barang siapa adalah Terdakwa yang bernama PAINO yang 
berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa 
sendiri serta dihubungkan dengan keterangan identitas diri 
Terdakwa dalam berita acara penyidikan, ternyata benar adalah 
orang yang bernama PAINO yang beralamat di Pringgolayan 
RT.02 RW.09 ,Kel.Tipes, Kec.Serengan Surakarta.  
b. Unsur Telah melakukan perbuatan cabul 
Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan 
terhadap Jaksa yang menangani masalah ini, beliau berpedoman 
pada buku KUHP karangan R. Soesilo, SH, yang menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan ” telah melakukan perbuatan cabul” 
Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dan semuanya itu 
dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-mencium, 
meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan 
sebagainya. Berdasarkan analisis hukumnya, diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa  Terdakwa dalam melakukan aksinya 
melampiaskan hawa nafsunya terhadap saksi korban dengan cara 
Terdakwa menindih dari atas yang kemudian dilanjutkan dengan 
menciumi pipi serta berusaha mencium bibir daripada saksi korban 
pada saat Saksi korban tertidur. Hal ini berdasarkan keterangan 
saksi korban dan keterangan Terdakwa di dalam berita acara 
penyelidikan, yaitu sebagai berikut: 
- Bahwa 13 Mei 2007 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di 
rumah Sdr. korban RATNA SARI (Mbah MARDI) yang 
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terletak di Kampung  Pringgolayan RT.02 RW.09 Kelurahan 
Tipes Serengan Surakarta, pada saat itu Sdr.RATNA SARI 
sedang tertidur diruangan tengah, secara tiba-tiba Sdr.RATNA 
SARI merasakan ada tubuh (yaitu sdr. PAINO ) sedang 
menindih diatas tubuhnya dan berusaha menciumi bibirnya. 
- Bahwa Sdr.RATNA SARI terbangun dari tidurnya karena 
merasa ada seseorang (yaitu Terdakwa) yang telah menciumi 
pipinya dan akan berusaha mencium bibirnya serta dikarenakan 
ada beban sdr. PAINO yang menindih tubuh Sdr.RATNA 
SARI. 
- Bahwa selanjutnya Sdr.RATNA SARI berteriak dan menjerit-
jerit memanggil: ”Pak’e- Pak’e..” 
- Bahwa oleh karena Sdr.RATNA SARI menjerit maka 
selanjutnya sdr. PAINO melarikan diri. 
- Bahwa selanjutnya Sdr.RATNA SARI menceritakan kepada 
mbak PRIHATIN dan mbak SRI SUSILOWATI mengenai 
kejadian yang baru saja menimpanya, bahwa ada seseorang 
laki-laki yang telah masuk kedalam rumah dan menindih serta 
mencium Sdr.RATNA SARI yaitu sdr. PAINO 
- Bahwa sdr. PAINO telah mencium pipi dan berusaha mencium 
bibir Sdr.RATNA SARI. 
- Bahwa pada waktu itu Sdr.RATNA SARI sedang tertidur pulas 
dengan posisi terlentang diruang tengah rumahnya. 
Oleh karena perbuatan yang dilakukan Sdr.PAINO 
terhadap Sdr. Korban RATNA SARI dengan cara menindih dari 
atas yang kemudian dilanjutkan dengan mencium pipi serta 
berusaha mencium bibir Sdr. RATNA SARI yang sedang tertidur 
pulas , menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis 
terhadap jaksa yang menangani kasus ini maka perbuatan 
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Sdr.PAINO termasuk melanggar norma-norma kesusilaan atau 
kesopanan.  
c. Unsur dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau 
tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya 
untuk dikawin. 
Kemudian mengenai unsur yang ketiga yaitu ”Dengan 
seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, 
bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau tidak nyata 
berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin”. 
Berdasarkan keterangan Sdr. RATNA SARI dan Keterangan Sdr. 
PAINO di dalam penyelidikan, diperoleh kesimpulan bahwa Sdr. 
PAINO telah menindih dan mencium pipi Sdr. RATNA SARI yang 
saat itu diketahui bahwa Sdr. RATNA SARI masih duduk 
dibangku kelas 2 SMP dan masih berusia kurang dari 15 tahun 
serta belum waktunya untuk dikawin. Dengan demikian unsur ini 
akan menyakinkan jaksa dalam pembuktian di persidangan. 
Berdasarkan tata cara pembuktian surat dakwaan bentuk 
kombinasi, yang dalam hal ini merupakan penggabungan antara 
alternatif dan subsidair maka pada format alternatif pembuktiannya lebih 
praktis, karena hanya membuktikan salah satu dakwaan. Jika terbukti 
satu maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian 
pada format subsidair harus dibuktikan dakwaan primairnya dahulu 
kemudian apabila tidak terbukti maka baru dibuktikan kembali pada 
dakwaan subsidair dan seterusnya. Didalam proses pembuktian unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan, didalam tuntutannya Jaksa 
Penuntut Umum memulai dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan 
kesatu subsidair. Namun dari fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, Terdakwa PAINO dalam melakukan perbuatannya tidak 
dengan salah satu cara sebagaimana diisyaratkan dalam unsur dakwaan 
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kesatu primair yaitu ”Dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan” dan dakwaan kesatu subsidair yaitu ” Dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekeransan, memaksa, 
memakai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” maka 
dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair tidak terbukti. Oleh karena 
itu Jaksa Penuntut umum membuktikan kembali pada dakwaan Kedua 
Primair dan Kedua Subsidair. Pada dakwaan kedua primair dalam fakta-
fakta yang terungkap didalam persidangan terdakwa tidak juga 
melakukan perbuatan seperti apa yang ada di dalam unsur ”kekerasan 
dan ancaman kekerasan” maka kembali Jaksa penuntut umum 
membuktikan pada dakwaan kedua subsidair dimana pada dakwaan ini 
semua unsur dapat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana melanggar Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP. 
Pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berbeda dengan apa 
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta 
selama persidangan, Majelis hakim langsung memilih 
mempertimbangkan dakwaan yang kedua, karena dakwaan kedua 
bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim lebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan primair, baru kemudian setelah salah satu 
unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka kembali 
mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair yaitu terdakwa didakwa 
melanggar Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP yang telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan. 
Berdasarkan proses pemeriksaan yang telah dilakukan 
dipersidangan di dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-100/ 
SKRTA/Ep.2/07/2007, penuntut umum menuntut terdakwa berupa 
pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada 
didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
Kemudian hasil dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
No.288/Pid.B/2007/PN.Ska pada hari Kamis tanggal 06 September 
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2007, menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar 
Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu berbuat cabul dengan anak dibawah 
umur dan dijatuhkan pidana penjara selam 6 (enam) bulan dikurangi 
selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan. 
Dari contoh perkara PAINO diatas terlihat bahwa penggunaan 
bentuk surat dakwaan kombinasi sangat diperlukan terlebih kecermatan 
maupun ketelitian jaksa dalam menganalisis hukum maupun kejelian dan 
ketepatan dalam pemilihan pasal-pasal yang akurat sangat menentukan 
besar kecilnya pidana yang dijatuhkan majelis Hakim kepada terdakwa. 
 
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi penuntut umum dalam penyusunan 
surat dakwaan kombinasi dan  cara penyelesaiannya 
Di dalam Proses penyusunan Surat Dakwaan kombinasi ini 
menurut wawancara yang penulis telah lakukan bersama dengan Jaksa 
Penuntut Umum Djohar Arifin, S.H,  hambatan-hambatan yang sering timbul 
diantaranya : 
1. Kurangnya alat bukti  
Pada Kasus PAINO kekurangan alat bukti disebabkan karena 
tidak adanya barang bukti, pembuktiannya hanya pada keterangan saksi 
korban dan pengakuan terdakwa, sedangkan keterangan para saksi yang 
lain kurang mendukung. 
Penyelesaiannya dengan menyusun surat dakwaan bentuk 
komulatif yang bertujuan agar terdakwa tidak dapat lepas dari segala 
dakwaan maupun jeratan hukum dengan minimnya alat bukti yang ada. 
2. Belum terdapat persamaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum 
dalam proses penyelesaian perkara pidana 
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Perbedaan yang tampak nyata yaitu ketidaksamaan antara 
Penyidik Polri dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal menentukan 
pasal – pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa. Seringkali di dalam 
resume BAP, penyidik Polri mencantumkan pasal tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh seseorang secara asal, tidak mempertimbangkan 
unsur-unsur yang terdapat didalam fakta penyidikan. 
Penyelesaiannya perlu diadakan komunikasi dan kerjasama 
yang kuat diantara Jaksa dan Polri. 
3. Hasil penyidikan yang kurang lengkap 
Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara 
pejabat polri dengan kejaksaan didalam penyidikan ataupun 
prapenuntutan. 
Penyelesaiannya anggota polri perlu mengadakan konsultasi 
kepada kejaksaan dalam penyidikan maupun prapenuntutan. 
4. Adanya keragu-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun format 
yang ada di dalam surat dakwaan kombinasi. 
Hal ini yang dimaksud adalah Jaksa masih sering 
kebingungan untuk menentukan format surat dakwaan kombinasi yang 
diyakini bisa menjerat terdakwa. 
Penyelesaiannya Jaksa penuntut Umum perlu berlatih dan 
banyak belajar dari literatur-literatur buku yang memuat tentang 
bagaimana cara penyusunan surat dakwaan yang benar. 
5. Kurangnya minat para jaksa penuntut umum untuk mengikuti 
perkembangan hukum secara teoritis maupun praktis. 
Hal ini sering terjadi karena kesibukan dari masing-masing 
jaksa dalam menjalankan tugas sehari-hari, terbatasnya literatur yang 
tersedia didaerah-daerah terpencil, tidak adanya minat untuk membaca 
karena kebanyakan jaksa merasa kemampuannya sudah cukup sehingga 
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tidak perlu meningkatkan keprofesionalismenya dalam melaksanakan 
tugas kewajibannya sebagai jaksa. 
Hal ini dapat dilihat dari tuntutan  pidana yang sering dibuat 
jaksa jarang menggunakan teori-teori dalam doktrin atau penunjukan 
jurisprudensi sebagai dasarnya. 
Penyelesaiannya perlu dicanangkan kewajiban membaca 
teori-teori didalam doktrin. 
6. Faktor sikap kebiasaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak tepat waktu. 
Masih adanya tindakan jaksa yang sering terlambat 
melimpahkan perkara kepengadilan. 
Penyelesaiannya perlu adanya sanksi yang tegas dalam hal 
keterlambatan penyerahan berkas perkara kepengadilan. 
7. Faktor Jabatan atau kepangkatan 
Antar anggota kejaksaan adalah saling berhubungan satu 
dengan yang lainnya yang tidak dapat terpisahkan, namun jika ada jaksa 
senior atau yang mempunyai jabatan struktural lebih tinggi, mereka 
enggan enggan melakukan mekanisme dan prosedural yang telah 
dibakukan sehingga dapat menghambat kelancaran penyelesaian perkara 
kususnya di dalam pembuatan surat dakwaan. 
Penyelesaiaanya perlu adanya sikap saling toleransi dan 
menghargai antar anggota kejaksaan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
 
A. Simpulan  
1. Penggunaan bentuk dakwaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum. 
a. Di dalam hal praktek pembuatannya terdapat 2 kemungkinan 
penyusunan bentuk surat dakwaan kombinasi yang sering 
digunakan oleh Jaksa Penutut umum di Kejaksaan Negeri 
Surakarta yaitu dengan format komulatif dan alternatif. Dalam 
bentuk komulatif disusun dengan menggabungkan antara format 
komulatif dengan subsidair , tunggal–subsidair, subsidair-tunggal, 
alternative-subsidair, subsidair-alternatif, tunggal-alternatif, atau 
alternatif-tunggal. Sedangkan dalam bentuk alternative dapat 
disusun dengan menggabungkan antara format alternative dengan  
subsidair, tunggal–subsidair, atau subsidair–tunggal. 
b. Dalam pembuatan surat dakwaan Kombinasi tidak boleh lepas dari 
syarat formil dan materiil. Pembuatan Surat dakwaan ini 
berpedoman pada berita acara pemeriksaan, dengan melihat hasil 
pemeriksaan dan pasal-pasal tindak pidana yang kira-kira 
dilanggar. Dari pasal tersebut kemudian Jaksa Penuutut Umum 
menentukan unsur dari tindak pidana yang dilanggar dan dari tiap 
unsur tersebut disesuaikan apakah sesuai dengan perbuatan materiil 
yang termuat dalam berita acara pemeriksaan. Setelah jelas 
perbuatan materiil dari kasus pidana yang terjadi dan seluruhnya 
sudah memenuhi unsur tindak pidana, kemudian Jaksa Penuntut 
Umum dapat menyusun surat dakwaan.  
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c. Analisis hukum mengapa Jaksa Penuntut Umum menggunakan 
bentuk surat dakwaan kombinasi yaitu:  
Adanya asas Lex Specialist Derogaat Lex Generalist dan 
Pasal 63 ayat 2 KUHP  yang berisi ” Jika suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula didalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus itulah yang dikenakan”. Namun pada kenyataannya 
undang-undang ini masih belum sempurna, dengan pertimbangan 
pada perkara PAINO ini unsur kekerasannya masih diragukan, 
padahal didalam Undang-undang Perlindungan anak terdapat unsur 
kekerasan. Untuk dapat menjerat terdakwa dan supaya terdakwa 
tidak dapat lepas dari segala dakwaan maka jaksa 
mengalternatifkan kembali dengan aturan pidana yang umum yaitu 
peraturan yang ada didalam KUHP.  
Gabungan dalam pembuatan bentuk surat dakwaan 
kombinasi yang lainnya dalam kasus PAINO ini adalah dengan 
format subsidair atau subsidaritas. dalam dakwaan subsidair 
Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, 
tetapi yang dipermasalahkan adanya permasalahan kualifikasi dari 
tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut 
termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Maka surat 
dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan 
seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang 
ringan ancaman hukumannya. Pada urutan dakwaan PAINO dalam 
format subsidair telah sesuai dengan  kualifikasi berat atau 
kualifikasi ringan, dimana Pasal yang terberat lebih dahulu 
dicantumkan baru kemudian Pasal yang ringan ancaman 
hukumannya dicantumkan. Dakwaan KESATU PRIMAIR, Pasal 
53 jo Pasal 81 Undang-Undang RI.No 23 Tahun 2002 ancaman 
hukumannya maksimal 15 tahun penjara dikurangi sepertiganya.  
Dakwaan KESATU SUBSIDAIR Pasal 53 jo Pasal 82 Undang-
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Undang RI.No 23 Tahun 2002 ancaman hukumannya paling lama 
15 tahun penjara dikurangi sepertiganya. ATAU Dakwaan 
KEDUA PRIMAIR, Pasal 53 KUHP jo Pasal 285 KUHP ancaman 
hukumannya paling lama 12 tahun penjara dikurangi sepertiganya.  
Dakwaan KEDUA SUBSIDAIR, Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP 
ancaman hukumannya paling lama 7 tahun dikurangi sepertiganya.  
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penuntut umum dalam penyusunan 
surat dakwaan kombinasi dan  cara penyelesaiannya. 
a. Kurangnya alat bukti. 
Penyelesaiannya dengan menyusun surat dakwaan bentuk 
komulatif. 
b. Belum terdapat persamaan persepsi antara sesama aparat penegak 
hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. 
Penyelesaiannya perlu diadakan komunikasi dan kerjasama 
yang kuat diantara Jaksa dan Polri. 
c. Hasil penyidikan yang kurang lengkap. 
Penyelesaiannya anggota polri perlu mengadakan 
konsultasi kepada kejaksaan dalam penyidikan maupun 
prapenuntutan. 
d. Adanya keragu-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun 
format yang ada di dalm surat dakwaan kombinasi. 
Penyelesaiannya Jaksa penuntut Umum perlu berlatih dan 
banyak pelajar dari literatur-literatur buku yang memuat tentang 
bagaimana cara penyusunan surat dakwaan yang benar 
e. Kurangnya minat para jaksa penuntut umum untuk mengikuti 
perkembangan hukum secara teoritis maupun praktis. 
Penyelesaiannya perlu dicanangkan kewajiban membaca 
teori-teori didalam doktrin. 
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f. Faktor sikap kebiasaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak tepat 
waktu. 
Penyelesaiannya perlu adanya sanksi yang tegas dalam hal 
keterlambatan penyerahan berkas perkara kepengadilan. 
g. Faktor Jabatan atau kepangkatan. 
Penyelesaiaanya perlu adanya sikap saling toleransi dan 
menghargai antar anggota kejaksaan. 
 
B. Saran-Saran       
1. Dalam pembuatan surat dakwaan kombinasi sebaiknya jaksa penuntut 
umum harus berhati-hati, teliti dan waspada. Hindarkan dakwaan yang 
banyak menimbulkan keragu-raguan baik dari segi syarat formil dan 
materiil maupun segi sistematika, sifat, corak, dan bentuk tindak 
pidana dalam surat dakwaan. 
2. Adanya asas Lex Specialist Derogaat Lex Generalist dan Pasal 63 ayat 
2 KUHP  yang berisi ” Jika suatu aturan pidana yang umum, diatur 
pula didalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus 
itulah yang dikenakan”. Namun pada kenyataannya pada undang-
undang khusus masih ada yang belum sempurna. Maka Jaksa Penunut 
umum diharapkan harus selalu professional dalam tiap langkah 
melakukan penuntutan khususnya di dalam pembuatan surat dakwaan. 
3. Mengingat belum adanya keseragaman dalam menyusun surat 
dakwaan, maka hendaknya penuntut umum dalam membuat konsep 
sirat dakwaan harus lebih berhati-hati dan seksama dalam 
meruimuskan unsur-unsur pidana yang didakwakan yaitu dengan 
memperhatikan segala petunjuk dan bimbingan dalam berbagai produk 
yang dikeluarkan Kejaksaan Agung maupun pimpinan kejaksaan di 
daerah. 
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4. Diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum seperti penyidik, 
penuntut umum, penasehat hukum, maupun hakim agar penyelesaian 
perkara dapat lancar untuk menghindari adanya kesalahan / kekeliruan 
dalam menyusun surat dakwaan. Dalam hal ini penuntut umum perlu 
memperhatikan saran-saran dari pihak lain. 
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